
iv 

 

Muhamad Dimas Arkhan, 2024 

POLITIK PENGELOLAAN SAMPAH (STUDI IMPLEMENTASI PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA 

DEPOK, JAWA BARAT) 

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Ilmu Politik 

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id] 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini mengkaji implementasi Kebijakan Berdasarkan Peraturan 

Daerah (PerDa) No. 13 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah di Depok yang 

berkaitan dengan permasalahan pengelolaan sampah salah satunya pembuangan 

sampah liar dan TPA Cipayung overload. Permasalahan sampah di Kota Depok 

seakan tidak pernah selesai. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode 

kualitatif dengan teknik analisis berupa reduksi data, penyajian data, penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 

implementasi Perda No. 13 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah di Depok, 

kemudian melihat peran Pemerintah dan partisipasi masyarakat Kota Depok dalam 

pengelolaan sampah. Teori penelitian ini menggunakan gagasan kebijakan publik 

untuk menilai upaya dan efektivitas pemerintah dalam mengatasi tantangan 

pengelolaan sampah, sekaligus menentukan sejauh mana kebijakan tersebut telah 

berhasil diimplementasikan. Peneliti menggunakan teori yang mempengaruhi 

implementasi berdasarkan perspektif Merilee S. Grindle. Mengenai beberapa 

penelitian terdahulu terkait dengan Politik Pengelolaan Sampah, belum ada 

penelitian terdahulu yang membahas secara spesifik mengenai mekanisme 

pengelolaan sampah di Kota Depok dengan dasar hukum PerDa No 13/2018. 

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan Perda No. 13 Tahun 2018 terbukti belum 

berhasil. Hal ini terlihat dari belum meratanya upaya sosialisasi mengenai 

pengelolaan sampah di lingkungan RT/RW, belum memadainya sarana dan 

prasarana yang menghambat pengelolaan sampah dan berujung pada pendirian 

tempat pembuangan sampah liar, serta rendahnya partisipasi masyarakat Kota 

Depok dalam pengelolaan sampah. Selain itu, belum terlaksananya program 

revitalisasi TPA Cipayung dan pengelolaan sampah berbasis teknologi Refuse 

Derived Fuel (RDF). 
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ABSTRACT 

 

This research examines the implementation of policies based on Regional 

Regulation (PerDa) no. 13 of 2018 concerning waste management in Depok which 

relates to waste management problems, one of which is illegal waste disposal and 

overloaded Cipayung TPA. The waste problem in Depok City seems to never be 

resolved. The research method used is a qualitative method with analytical 

techniques in the form of data reduction, data presentation, drawing conclusions 

and verification. The aim of this research is to describe the implementation of 

Regional Regulation no. 13 of 2018 concerning waste management in Depok, then 

looks at the role of the Government and participation of the Depok City community 

in waste management. This research theory uses public policy ideas to assess the 

government's efforts and effectiveness in overcoming waste management 

challenges, as well as determining the extent to which these policies have been 

successfully implemented. Researchers use theories that influence implementation 

based on the perspective of Merilee S. Grindle. Regarding several previous studies 

related to the Politics of Waste Management, there has been no previous research 

that specifically discusses waste management mechanisms in Depok City on the 

legal basis of Regional Regulation No. 13/2018. Based on the research results, the 

implementation of Regional Regulation no. 13 of 2018 has proven unsuccessful. 

This can be seen from the uneven distribution of efforts regarding waste 

management in the RT/RW environment, inadequate facilities and infrastructure 

which hinder waste management and lead to the establishment of illegal waste 

dumps, as well as the low participation of the Depok City community in waste 

management. Apart from that, the Cipayung TPA revitalization program and waste 

management based on Refuse Derived Fuel (RDF) technology have not been 

implemented. 
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